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TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun
2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi
dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelola
Layanan Informasi Dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor jo.Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48406);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Tugas dari Pengelola Layanan Informasi Dan
Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara
[ain:

a. Mengoordinasikan  dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
dari bidang/seksi/sub bagian/satuan pendidikan;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
dan memberi pelayanan informasi publik;

c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan;

e. Melakukan  pemutakhiran informasi dan
dokumentasi;

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses Oleh masyarakat;

g. Melaporkan pelayanan informasi yang
dilaksanakannya kepada Kepala Badan secara
berkala..

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten
Gunungkidul.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Wonosari
' Rbraon 0729




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN
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TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

DAFTAR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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